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Kode URAIAN HALAMAN
Batang Tubuh Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025 1
Lampiran I RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK 16
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024
Lampiran II RINCIAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN 18
ANGGARAN 2025
Lampiran III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, o5
KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1] o01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1 01 |1.01.2.19.0.00.03.00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 25
1| 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1 02 (1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan 45
02 (1.02.0.00.0.00.01.00 Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu 54
1|03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 03 |1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 57
1| 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 |1.04.2.10.0.00.02.00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 63
1|05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 05 (1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamongpraja 67
1 05 |1.05.0.00.0.00.04.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 70
1 | 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1 | 06 |1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial 74




Kode URAIAN HALAMAN
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 | 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2 | 07 |2.07.3.32.0.00.02.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 80
2 | 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 | 08 |2.08.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 85
2 | 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2 09 (2.09.0.00.0.00.03.00 Dinas Pangan 91
2 |10 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN
2 10 [1.04.2.10.0.00.02.00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 26
2 |11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2 11 |2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup 97
2 |12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 |2.12.0.00.0.00.03.00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 103
2 |13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2 13 |2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 107
2 |14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 {2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 110
2 |15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 15 |2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan 118
2 |16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 |2.16.2.20.0.00.02.00 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 121
2 |17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2 17 |2.17.0.00.0.00.01.00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 126
2 |18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2 18 |2.18.0.00.0.00.23.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 130
2 |19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2 19 [2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

136




Kode URAIAN HALAMAN

2 |20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2 20 (2.20.0.00.0.00.23.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 145
2 | 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2 20 (2.20.0.00.0.00.23.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 145
2 | 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2 | 22 12.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 146
2 | 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2 23 (2.23.2.24.0.00.02.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 149
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILTHAN
3 | 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 | 25 |3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan 157
3 | 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3 | 26 |3.26.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 160
3 | 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3 | 27 |3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian 166
3 | 27 |3.27.0.00.0.00.10.00 Dinas Peternakan 170
3 | 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3 | 30 |3.31.3.30.0.00.02.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 175
3 | 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3 | 31 |3.31.3.30.0.00.02.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 175
3 | 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
3 | 32 |3.32.0.00.0.00.02.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 178
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 | 01 SEKRETARIAT DAERAH
4 | 01 |4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah 179

4.01.0.00.0.00.02.00 Bagian Umum 179

4.01.0.00.0.00.03.00

Bagian Pengadaan Barang Jasa

183




UNSUR KEWILAYAHAN

01

KECAMATAN

Kode URAIAN HALAMAN
4.01.0.00.0.00.04.00 Bagian Kesejahteraan Rakyat 185
4.01.0.00.0.00.05.00 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 188
4.01.0.00.0.00.06.00 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 191
4.01.0.00.0.00.07.00 Bagian Hukum 193
4.01.0.00.0.00.08.00 Bagian Pemerintahan 195
4.01.0.00.0.00.09.00 Bagian Organisasi 198
4.01.0.00.0.00.10.00 Bagian Administrasi Pembangunan 201

4 | 02 SEKRETARIAT DPRD

4 | 02 |4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat DPRD 203
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5 |01 PERENCANAAN

5 | 01 |5.01.0.00.0.00.02.00 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 210
5 | 02 KEUANGAN

5 | 02 |5.02.0.00.0.00.02.00 Badan Keuangan dan Aset Daerah 217
5 | 02 |5.02.0.00.0.00.03.00 Badan Pendapatan Daerah 296
5 | 03 KEPEGAWAIAN

5 | 03 |5.03.0.00.0.00.02.00 Badan Kepegawaian Daerah 230
5 | 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5 | 05 |5.01.0.00.0.00.02.00 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 237
5 | 06 PENGELOLAAN PERBATASAN

5 | 06 |5.06.5.06.0.00.56.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 237
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6 | 01 INSPEKTORAT DAERAH

6 [ 01 |6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 241
7

7




UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

01

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

01

8.01.0.00.0.00.01.00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode URAIAN HALAMAN

7 | 01 |7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Kota Kefamenanu 245
7 | 01 |7.01.0.00.0.00.02.00 Kecamatan Miomaffo Timur 249
7 | 01 |{7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Noemuti 253
7 | 01 |7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Miomaffo Barat 258
7 | 01 |7.01.0.00.0.00.05.00 Kecamatan Insana 262
7 | 01 |7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Insana Utara 268
7 | 01 |7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Biboki Selatan 279
7 | 01 |{7.01.0.00.0.00.24.00 Kecamatan Biboki Utara 276
7 | 01 |7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Biboki Anleu 280
7 | 01 |{7.01.0.00.0.00.09.00 Kecamatan Bikomi Utara 285
7 | 01 |{7.01.0.00.0.00.10.00 Kecamatan Bikomi Selatan 289
7 | 01 |7.01.0.00.0.00.11.00 Kecamatan Bikomi Nilulat 203
7 | 01 |7.01.0.00.0.00.12.00 Kecamatan Bikomi Tengah 208
7 | 01 |7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Naibenu 303
7 | 01 |7.01.0.00.0.00.14.00 Kecamatan Miomaffo Tengah 307
7 | 01 |{7.01.0.00.0.00.15.00 Kecamatan Musi 312
7 | 01 |7.01.0.00.0.00.16.00 Kecamatan Mutis 316
7 | 01 |{7.01.0.00.0.00.17.00 Kecamatan Noemuti Timur 391
7 | 01 |{7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Insana Barat 395
7 | 01 |7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Insana Tengah 330
7 | 01 |7.01.0.00.0.00.20.00 Kecamatan Insana Fafinesu 335
7 | 01 |7.01.0.00.0.00.21.00 Kecamatan Biboki Moenleu 340
7 | 01 |7.01.0.00.0.00.22.00 Kecamatan Biboki Tanpah 344
7 | 01 |7.01.0.00.0.00.23.00 Kecamatan Biboki Feotleu 349
8

8

8




Kode URAIAN HALAMAN
Lampiran IV REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA 359
HASIL SUB KELUARAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025
Lampiran V REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025 754
Lampiran VI REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2025 758
Lampiran VII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 760
Lampiran VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
APBD TAHUN ANGGARAN 2025 769
Lampiran IX SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS 208
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025
Lampiran X DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2025 942
Lampiran XI DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 043
Lampiran XII DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA 944
Lampiran XIII DAFTAR PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH 945
Lampiran XIII DAFTAR PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN 946
Lampiran XIV DAFTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM oa7
TAHUN ANGGARAN 2025
Lampiran XV DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 948
Lampiran XVI DAFTAR PINJAMAN DAERAH 949




Menimbang

Mengingat

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan bersama,;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau  Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
06757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012
tentan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

5340);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2021 Nomor 124);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah  Tentang  Penjabaran  Perubahan  Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2021 Nomor 124);

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 132);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk
Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan
penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 648);



Menetapkan

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang
Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan
Pajak Daerah yang telah ditentukan penggunaannya untuk
evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun
2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Timor Tengah Utara Nomor 143);

Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 50 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 1021);

Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah
Utara Nomor 143);

Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 50 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 1021);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

dan
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

(1) Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara;

(2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara;

(3) Kepala Daerah adalah Bupati Timor Tengah Utara;

(4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara;

(5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;



(6) Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda atau yang disebut
dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Timor Tengah Utara;

(7) Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan
Bupati Timor Tengah Utara;

(8) Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke kas Daerah;

(9) Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari kas Daerah;

(10) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;

(11) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan;

(12) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

(13) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu)
periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
APBD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025 berjumlah
Rp.1.237.880.563.872,93 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan
pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp. 1.217.361.844.561,02
b. Belanja Daerah Rp. 1.237.880.563.872,93
Surplus/(Defisit ) Rp.

(20.518.719.311,91)
c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan Rp. 20.518.719.311,91
2. Pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan Netto Rp. 20.518.719.311,91

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.217.361.844.561,02 (Satu Triliun
Dua Ratus Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus
Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu koma nol dua Rupiah),
yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah



Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp.81.635.325.136,17 (Delapan Puluh Satu Miliar
Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus
Tiga Puluh Enam Koma Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas :

a. Pajak daerah

b. Retribusi daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 34.048.257.067,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Empat Puluh
Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah);

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp.3.518.534.658,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Lima
Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.250.092.653,00 (Sebelas
Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus
Lima Puluh Tiga Rupiah);

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.818.440.758,17 (Tiga Puluh Dua
Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu
Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Koma Tujuh Belas Rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 direncanakan
sebesar Rp.1.111.458.955.424,85 (Satu Triliun Seratus Sebelas Miliar Empat
Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat
Ratus Dua Puluh Empat Koma Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri
atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.1.093.475.566.000,00 (Satu Triliun
Sembilan Puluh tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus
Enam Puluh Enam Rupiah);

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp.17.983.389.424,85 (Tujuh Belas Miliar Sembilan
Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu
Empat Ratus Dua Puluh Empat Koma Delapan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar
Rp. 1.237.880.563.872,93 (Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar
Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan
Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;



b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 7

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
direncanakan sebesar Rp.931.355.249.056,68 (Sembilan Ratus Tiga Puluh
Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh
Sembilan Ribu Lima Puluh Enam Koma Enam Puluh Delapan Rupiah), yang
terdiri atas:

Belanja pegawai;

Belanja barang dan jasa;

Belanja bunga;

Belanja subsidi;

Belanja hibah; dan

Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.656.981.196.158,50 (Enam Ratus Lima Puluh Enam  Miliar
Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Enam
Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Koma Lima Puluh Rupiah);

(3) Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.266.755.176.198,18 (Dua Ratus Enam Puluh Enam
Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu
Seratus Sembilan Puluh Delapan Koma Delapan Belas Rupiah);

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp 0,00;

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sbesar Rp 0,00;

(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp.7.023.876.700,00 (Tujuh Miliar Dua Puluh Tiga Juta Delapan
Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

(7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 595.000.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima
Juta Rupiah).
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Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
direncanakan sebesar Rp.75.939.740.816,25 (Tujuh Puluh Lima Miliar
Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu
Delapan Ratus Enam Belas Koma Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

Belanja modal tanah;

Belanja modal peralatan dan mesin;

Belanja modal bangunan dan gedung;

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;

Belanja modal aset tetap lainnya; dan

Belanja modal aset Lainnya.

(2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 0,00;

SN



(3) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.16.032.003.154,25 (Enam Belas Miliar Tiga
Puluh Dua Juta Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Empat Koma Dua Puluh Lima
Rupiah);

(4) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.10.866.564.600,00 (Sepuluh Miliar Delapan
Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam
Ratus Rupiah);

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.711.776.037,00 (Empat Puluh
Delapan Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam
Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e direncanakan direncanakan sebesar Rp.279.397.025,00 (Dua Ratus Tujuh
Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh
LimaRupiah);

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Pasal 9

(1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c
direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);

(2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Tidak Terduga
yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

(3) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dengan peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara Tahun Anggaran 2025;

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar
biasa;

b. Pelaksaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

(5) keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



Pasal 10

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
direncanakan sebesar Rp.225.585.574.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima
Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat
Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil
b. Belanja bantuan keuangan

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 0,00;

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 225.585.574.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima
Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat
Ribu Rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar
Rp.20.518.719.311,91 (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Tujuh
Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Sebelas Koma Sembilan Puluh Satu
Rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan

Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.518.719.311,91 (Dua Puluh Miliar Lima
Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus
Sebelas Koma Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pencairan dana cadangan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Penerimaan pinjaman daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.518.719.311,91
(Dua Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan
Belas Ribu Tiga Ratus Sebelas Koma Sembilan Puluh Datu Rupiah);

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah);

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah);

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah);

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah);

™ a0 TP

10



(7)

(1)

(2)
(3)
(4)
(9)

(6)

(1)
(2)

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) yang terdiri atas:
Pembentukan dana cadangan;

Penyertaan modal daerah;

Pembayaran cicil pokok utang yang jatuh tempo;

Pemberian pinjaman daerah;

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah);

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah);

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah);

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah);

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

o oo

Pasal 14

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
adalah sebesar Rp. 0,00;

Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaraan pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 20.518.719.311,91 (Dua
Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas
Ribu Tiga Ratus Sebelas Koma Sembilan Puluh Satu Rupiah).

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1.

2.

Lampiran I :  Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok

dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan,;

Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

11



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV

Lampiran XVI

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,

Jenis pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, Program, Kegiatan besarta Hasil

dan sub Kegiatan besarta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan

APBD;

Sinkronisasi Program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada

RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan program

Prioritas Daerah;
Daftar Jumlah pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah

Lainnya;

Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah dan Aset Lain-lain;
Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

12



Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 30 Desember 2024

VBUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

N

ey

JUANDI DAVID

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
BUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,?

(@ OOV

f FRANSISKUS BAIT FAY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024
NOMOR 7
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II.

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

UMUM

Otonomi Daerah sebagai bentuk pelimpahan sebagian wewenang
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mengakibatkan Pemerintah
Daerah  memiliki kebebasan  untuk  mengatur sendiri urusan
pemerintahannya. Salah satunya adalah pemerintah daerah diberikan
kewenangan untuk mengatur sendiri urusan keuangannya, sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengertian mengenai keuangan daerah telah disebutkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah
merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk
kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan
kewajiban Daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu sistem yang
terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), sebagai suatu rencana tahunan pemerintah daerah. APBD
ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah
ditetapkan, dalam pelaksanaannya tidak mencukupi untuk membiayai
seluruh pengeluaran yang telah direncanakan, pemerintah daerah dapat
menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau apabila
perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kebijakan Umum Anggaran
(KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Berdasarkan
pertimbangan tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
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Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 150, REGISTRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7
TAHUN 2024
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Lampiran | : Peraturan Daerah
Nomor : 7 Tahun 2024
Tanggal : 30 Desember 2024

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE JUMLAH (Rp)
1 3
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 81.635.325.136,17
4.1.01 Pajak Daerah 34.048.257.067,00
4.1.02 Retribusi Daerah 3.518.534.658,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.250.092.653,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 32.818.440.758,17
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.111.458.955.424,85
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.093.475.566.000,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 17.983.389.424,85
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 24.267.564.000,00
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 24.267.564.000,00
Jumlah Pendapatan 1.217.361.844.561,02
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 931.355.249.056,68
5.1.01 Belanja Pegawai 656.981.196.158,50
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.755.176.198,18
5.1.05 Belanja Hibah 7.023.876.700,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 595.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL 75.939.740.816,25
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.032.003.154,25
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.866.564.600,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 48.711.776.037,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 279.397.025,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.000.000,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00
5.4 BELANJA TRANSFER 225.585.574.000,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 225.585.574.000,00
Jumlah Belanja 1.237.880.563.872,93
Total Surplus/(Defisit) -20.518.719.311,91
6 PEMBIAYAAN DAERAH
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KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 20.518.719.311,91

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 20.518.719.311,91
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 20.518.719.311,91
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00
Pembiayaan Netto 20.518.719.311,91

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)

0,00
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Kab. Timor Tengah Utara, 30 Desember 2024
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KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran Il :

Peraturan Daerah
Nomor : 7 Tahun 2024
Tanggal : 30 Desember 2024

Belanja
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 605.484.732.961, | 68.169.628.470, 673.654.361.431,
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 25.511.825.600,88 96 00 0.00 0.00 96
o1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00 | 343.353.778.203, | 10.553.066.808, 0,00 0,0 | 353:906.845.074,
01 | 1.01.2.22.0.00.02.0000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,0 | 343:353.778.203, | 10.553.066.808 0,00 0,00 0,00
02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 25.061.825.600,88 | 10-143:960-249, | 88285100000 0,00 000 | #18:972.070.245,
02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kesehatan 150.000.000,00 | 10%-647:199:251, | 4.868.573.125,0 0,00 0,00 0,00
02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu | 24.911.825.600,88 | *4490-360-998,8 | 3.959.936.875,0 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 16.066.421.947,0 | 48.738.800.412, 64.805.222.359,0
03 UMUM DAN PENATAAN RUANG 250.000.000,00 0 00 0.00 0.00 0
03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 250.000.000,00 16'066'421'947'8 48'738'800'41026 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN 23.872.607.987,8 23.878.655.487,8
04 R AGAN TN B 200.000.000,00 8| 6.047.500,00 0,00 0,00 K
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman 23.872.607.987,8
04 | 1.04.2100.0002.0000 | DINAS Peruman: 200.000.000,00 3| 6.047.500,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 | 8.100.251.818,60 | 43.203.750,00 0,00 0,00 | 8.143.455.568,60
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamongpraja 0,00 | 4.758.522.777,10 |  43.203.750,00 0,00 0,00 0,00
05 | 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 | 3.341.729.041,50 0,00 0,00 0,00 0,00
06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00 | 3.948.112.695,00 0,00 0,00 0,00 | 3.948.112.695,00
06 | 1.06.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Sosial 0,00 | 3.948.112.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Kode

Urusan Pemerintah Daerah

Pendapatan

Belanja

Operasi

Modal

Tidak Terduga

Transfer

Jumlah Belanja

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK

53.753.806.640,4

4.269.688.812,0

225.585.574.000,

283.609.069.452,

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 742.162.874,00 0 0 0,00 00 40

07 EESJS:N PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA 151.200.000,00 | 2.892.111.175,00 0,00 0,00 0,00 | 2.892.111.175,00

07 | 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 151.200.000,00 | 2.892.111.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 0,00 | 2.605.228.040,00 | 59.997.500,00 0,00 0,00 | 2.665.225.540,00
PERLINDUNGAN ANAK

08 | 2.08.0.00.0.00.01.0000 2;}”;(3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 0,00 | 2.605.228.040,00 | 59.997.500,00 0,00 0,00 0,00

09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0,00 | 3.454.526.000,00 | 79.762.500,00 0,00 0,00 | 3.534.288.500,00

09 | 2.09.0.00.0.00.03.0000 | Dinas Pangan 0,00 | 3.454.526.000,00 | 79.762.500,00 0,00 0,00 0,00

10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0,00 | 223531.250,00| 8.968.750,00 0,00 0,00 | 232.500.000,00

10 | 1.04.2.10.0.00.02.0000 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman 0,00 | 223531.250,00 | 8.968.750,00 0,00 0,00 0,00
dan Pertanahan

11 HIRD%SPAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN 125.000.000,00 | 5.313.996.869,00 | 30.221.000,00 0,00 0,00 | 5.344.217.869,00

11 | 2.11.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup 125.000.000,00 | 5.313.996.869,00 | 30.221.000,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 0,00 | 3.050.429.638,00 | 13.934.875,00 0,00 0,00 | 3.064.364.513,00
PENCATATAN SIPIL

12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 | 3.050.429.638,00 | 13.934.875,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 225.585.574.000, | 232.359.724.090,

13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 | 6.704.527.490,00 | 69.622.600,00 0,00 00 00

13 | 2.13.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 | 6.704.527.490,00 | 69.622.600,00 0,00 225'585'574'0%% 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 0,00 | 9.616.015.483,00 3'017'985'000’8 0,00 0,00 12'634'000'483'3
BERENCANA

14 | 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 0,00 | 9.616.015.483,00 3.017.985.000,0 0,00 0,00 0,00

Berencana

0
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
15 PERHUBUNGAN 62.924.771,00 | 3.099.268.984,00 0,00 0,00 0,00 | 3.099.268.984,00
15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 62.924.771,00 | 3.099.268.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI
16 DAN INEFORMATIKA 60.000.000,00 | 2.463.230.316,00 75.012.762,00 0,00 0,00 | 2.538.243.078,00
16 | 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 60.000.000,00 | 2.463.230.316,00 75.012.762,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,
17 USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0,00 | 2.657.009.254,00 30.698.750,00 0,00 0,00 | 2.687.708.004,00
17 | 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 | 2.657.009.254,00 30.698.750,00 0,00 0,00 0,00
18 ﬁ%%ilA_N PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN 343.038.103,00 | 2.675.260.401,00 30.634.175,00 0,00 0,00 | 2.705.894.576,00
18 | 2.18.0.000.00.23.0000 | pnas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu 343.038.103,00 | 2.675.260.401,00 | 30.634.175,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN
19 DAN OLAHRAGA 0,00 | 3.678.451.214,00 | 670.420.125,00 0,00 0,00 | 4.348.871.339,00
19 | 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 0,00 | 3.678.451.214,00 | 670.420.125,00 0,00 0,00 0,00
20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0,00 36.749.718,00 0,00 0,00 0,00 36.749.718,00
20 | 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 0,00 36.749.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0,00 59.468.940,00 0,00 0,00 0,00 59.468.940,00
21 | 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 0,00 59.468.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0,00 | 1.108.260.293,00 66.151.250,00 0,00 0,00 | 1.174.411.543,00
22 | 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 | 1.108.260.293,00 66.151.250,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
23 PERPUSTAKAAN 0,00 | 3.942.393.388,40 89.629.525,00 0,00 0,00 | 4.032.022.913,40
23 | 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 | 3.942.393.388,40 89.629.525,00 0,00 0,00 0,00
24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0,00 173.348.187,00 26.650.000,00 0,00 0,00 199.998.187,00
24 | 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 173.348.187,00 26.650.000,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.458.963.356,00 29.570.527.182,0 125.617.762,00 0,00 0,00 29.696.144.944,0

0

0
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN
25 DAN PERIKANAN 453.555.700,00 | 3.013.834.327,00 68.196.250,00 0,00 0,00 | 3.082.030.577,00
25 | 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan 453.555.700,00 | 3.013.834.327,00 68.196.250,00 0,00 0,00 0,00
26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 150.000.000,00 | 3.816.982.151,00 44.075.000,00 0,00 0,00 | 3.861.057.151,00
26 | 3.26.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 150.000.000,00 | 3.816.982.151,00 44.075.000,00 0,00 0,00 0,00
27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1.842.673.988,00 19'747'258'154‘8 13.346.512,00 0,00 0,00 19'760'604'666’8
27 | 3.27.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pertanian 1.092.673.988,00 | 122128072510 | 13 962 762,00 0,00 0,00 0,00
27 | 3.27.0.00.0.00.10.0000 Dinas Peternakan 750.000.000,00 | 7.534.650.903,00 1.383.750,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
30 PERDAGANGAN 0,00 | 2.737.953.111,00 0,00 0,00 0,00 | 2.737.953.111,00
30 | 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 | 2.737.953.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
31 PERINDUSTRIAN 1.012.733.668,00 124.999.639,00 0,00 0,00 0,00 124.999.639,00
31 | 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.012.733.668,00 124.999.639,00 0,00 0,00 0,00 0,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
32 TRANSMIGRASI 0,00 129.499.800,00 0,00 0,00 0,00 129.499.800,00
32 | 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 129.499.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 54'420'014'479’8 450.517.500,00 0,00 0,00 54'870'531'979’8
o1 SEKRETARIAT DAERAH 000 | 231317123888 | 93 767.500,00 0,00 0,0 | 23:225479.888,
01 | 4.01.0.00.0.00.01.0001 | Bagian Umum 000 | 17:994.257.221.0 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 837.690.033,00 13.478.750,00 0,00 0,00 0,00
01 | 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00 | 1.687.076.122,00 19.680.000,00 0,00 0,00 0,00
01 | 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia 0,00 440.757.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan 0,00 435.397.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja
01 | 4.01.0.00.0.00.01.0006 | Bagian Hukum 0,00 | 422.135.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 4.01.0.00.0.00.01.0007 | Bagian Pemerintahan 0,00 | 911.482.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 4.01.0.00.0.00.01.0008 | Bagian Organisasi 0,00 | 418.187.069,00 | 10.608.750,00 0,00 0,00 0,00
01 | 4.01.0.00.0.00.01.0009 | Bagian Administrasi Pembangunan 0,00 | 384.728.370,00 | 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
02 SEKRETARIAT DPRD 0,00 31'288'302'091'8 356.750.000,00 0,00 0,00 31'645'052'091'8
02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat DPRD 0,00 31'288'302'091'8 356.750.000,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 1-187.648.892.730, | 138.505.734.958, | 2.447.782.625,0 | 5.000.000.000, 0,00 | 145953517583
14 40 0 00 40
01 PERENCANAAN 0,00 | 4.177.700.580,00 |  23.216.250,00 0,00 0,00 | 4.200.916.830,00
01 | 5.01.5.05.0.00.02.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan 000 | 261.759.424,00 | 23.216.250,00 0,00 0,00 0,00
Inovasi Daerah
01 | 5.01.5.05.0.00.02.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan 0,00 | 3.915.941.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inovasi Daerah
0 KEUANGAN 1.187.648.892.730, | 125.525.586.409, | 1.999.858.000,0 | 5.000.000.000, 000 | 132:525.444.409,
14 40 0 00 40
02 | 5.02.5.02.5.02.02.0000 | Badan Keuangan dan Aset Daerah 1'153'600'635'6613;1' 120'313'169'4%% 1'949'838'000’8 5'000'000'0%% 0,00 0,00
02 | 5.02.5.02.5.02.03.0000 | Badan Pendapatan Daerah 34.048.257.067,00 | 5.212.417.001,00 | 50.020.000,00 0,00 0,00 0,00
03 KEPEGAWAIAN 0,00 | 5.569.036.859,00 | 61.289.875,00 0,00 0,00 | 5.630.326.734,00
03 | 5.03.5.04.0.00.02.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 0,00 | 5.569.036.859,00 | 61.289.875,00 0,00 0,00 0,00
Daya Manusia Daerah
04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 | 673.096.525,00 0,00 0,00 000 | 673.096.525,00
04 | 5.03.5.04.0.00.02.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 0,00 | 673.096.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Daya Manusia Daerah
05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 | 438.728.191,00|  7.500.000,00 0,00 000 | 446.228.191,00
05 | 5.01.5.05.0.00.02.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan 0,00 | 438.728.191,00|  7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
Inovasi Daerah
06 PENGELOLAAN PERBATASAN 0,00 | 2.121.586.394,00 | 355.918.500,00 0,00 0,00 | 2.477.504.894,00
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan

Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja

06 | 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah 0,00 | 2.121.586.394,00 | 355.918.500,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 | 4.065.301.140,70 96.298.750,00 0,00 0,00 | 4.161.599.890,70

01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 | 4.065.301.140,70 96.298.750,00 0,00 0,00 | 4.161.599.890,70
01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 0,00 | 4.065.301.140,70 96.298.750,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 39'775'828'918’2 380.206.897,25 0,00 0,00 40'156'035'815’;1

o1 KECAMATAN 000 | 39775:828.918.2 | 350 206.807,25 0,00 000 | 40-156:035815.4
01 | 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kota Kefamenanu 0,00 | 8.747.972.919,00 85.126.448,25 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Miomaffo Timur 0,00 | 1.890.734.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Noemuti 0,00 | 1.421.507.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Miomaffo Barat 0,00 | 1.282.671.216,00 7.790.000,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Insana 0,00 | 1.759.671.342,00 | 100.022.500,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Insana Utara 0,00 | 1.339.686.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Biboki Selatan 0,00 | 1.446.952.127,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Biboki Utara 0,00 | 1.813.892.354,00 19.100.000,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Biboki Anleu 0,00 | 1.873.140.432,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Bikomi Utara 0,00 | 1.336.747.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Bikomi Selatan 0,00 | 1.233.446.617,12 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Bikomi Nilulat 0,00 | 1.288.141.066,00 13.325.000,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Bikomi Tengah 0,00 | 1.483.479.147,00 21.895.500,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Naibenu 0,00 | 1.071.826.587,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Miomaffo Tengah 0,00 | 1.356.672.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Musi 0,00 | 1.143.755.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Mutis 0,00 | 1.329.003.335,00 24.964.274,00 0,00 0,00 0,00
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Belanja

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan

Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja

01 | 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Noemuti Timur 0,00 | 1.234.322.761.10 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Insana Barat 0,00 | 1.020.743.887.,00 5.560.625,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Insana Tengah 0,00 | 1.332.024.662,00 33.108.525,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Insana Fafinesu 0,00 995.624.155,00 22.652.500,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Biboki Moenleu 0,00 | 1.243.189.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Biboki Tanpah 0,00 | 1.128.685.453,00 1.025.000,00 0,00 0,00 0,00
01 | 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Biboki Feotleu 0,00 | 1.001.937.002,00 21.136.525,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 | 5.779.302.776,00 0,00 0,00 0,00 | 5.779.302.776,00

01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 | 5.779.302.776,00 0,00 0,00 0,00 | 5.779.302.776,00
01 | 8.01.8.01.8.01.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 | 5.779.302.776.00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1.217.361.844.561, | 931.355.249.056, | 75.939.740.816, | 5.000.000.000, | 225.585.574.000, 0.00

02 68 25 00 00 ?
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Lampi

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

ran lll :

Peraturan Daerah

Nomor : 7 Tahun 2024

Tanggal : 30 Desember 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1.217.361.844.561,0

4 PENDAPATAN DAERAH 5
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 81.635.325.136,17
4.1.01 Pajak Daerah 34.048.257.067,00
4.1.02 Retribusi Daerah 3.518.534.658,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.250.092.653,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 32.818.440.758,17
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1'111'458'955'424'2
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1'093'475'566'000’8
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 17.983.389.424,85
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 24.267.564.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
4.3.03 Perundang-Undangan 24.267.564.000,00
BELANJA DAERAH
Urusan

Pemerintahan

: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan

:1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi

:1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Organisasi

:1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program

:1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Indikator Hasil

: Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)

"Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar"
"Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)"

Guru Paud yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Sarjana / D4 (%)
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar

"Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)"
Rasio guru/murid per kelas rata- rata sekolah dasar (%)

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)

Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)

"Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)"
"Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)"

Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)

Kegiatan

:1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
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Indikator Keluaran

:Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia

"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan"

Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi  kebijakan di  bidang Pendidikan yang dilaksanakan

"Jumlah  konten digital  untuk pendidikan yang telah dikembangkan"

"Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat"

Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan

"Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia"

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk

Pendidikan

Jumlah  Pendidik dan  Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

Jumlah  Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun

Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang /Berat

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang
Pendidikan yang dilaksanakan

Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di  bidang pendidikan yang dilaksanakan

Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun

Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun

"Jumlah  Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat"

Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun

Jumlah  Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolahyang Telah Direhabilitasi

Sedang/Berat

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun

"Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat"

Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

Jumlah Sekolah Menengah Dasaryang Dilaksanakan  Pembinaan Kelembagaan dan manajemen

sekolah

"Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik"

"Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah

Dasar"

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator Keluaran

: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/lLomba Akademik dan Non Akademik

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.147.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.999.698,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar|

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 342.599.749,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.149.718,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 9.635.844.266,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.422.206.576,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.728.737.158,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

51

BELANJA OPERASI
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5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

798.799.979,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.01.0033 Pemeliharaan Mebel Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk

Pendidikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.305.554,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 170.749.700,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.149.888,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.971,00
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Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 874.999.394,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.999.968,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.999.676,68

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.619.990,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.604.899.800,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang

Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang

Pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00
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Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.999.989,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.999.770,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.478.000,00
Kegiatan :1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
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Indikator Keluaran

:"Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia"

"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan"
Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi  kebijakan di  bidang Pendidikan yang dilaksanakan
Jumlah  konten  digital  untuk pendidikan yang telah dikembangkan

Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan
Pendidikan

Komunikasi (TIK) untuk

Jumlah  Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,
Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

"Jumlah  Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama"

Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun

"Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat"

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas

Bidang Pendidikan yang dilaksanakan

Jumlah  Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

"Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di  bidang pendidikan yang dilaksanakan"

Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun

Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun

Jumlah  Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun

"Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun"

"Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat"

"Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan”

"Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS"

"Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik"

Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah

Pertama

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
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0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

:Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia
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KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

- 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.999.854,00

Sub Kegiatan

: 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Indikator Keluaran

: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/lLomba Akademik dan Non Akademik

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.148.840,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.999.933,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.149.828,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.149.848,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.01 Belanja Pegawai 6.002.382.500,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.903.075.550,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.047.911.950,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 334.399.786,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk

Pendidikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.223.355,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.767.500,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.999.947,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 675.188.196,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.960.000,00
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Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.999.716,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.999.968,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.319.078,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 885.880.800,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang

Pendidikan

Indikator Keluaran

- Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang

Pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.149.987,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00
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Sub Kegiatan

:1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.105.000,00
Kegiatan :1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator Keluaran

:Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia

"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan
di Bidang Pendidikan"

Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat
Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di  bidang Pendidikan yang dilaksanakan
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk
Pendidikan

"Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen"

Jumlah PAUD vyang Mengelola Dana BOP

Jumlah  Pendidik dan  Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi

Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

"Jumlah  Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD"

Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia

Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

"Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas

Bidang Pendidikan yang dilaksanakan”

"Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik"

Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar

Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di  bidang pendidikan yang dilaksanakan

"Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah"

"Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun"
"Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat"
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan

"Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD"

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD
Indikator Keluaran : Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
- - 0,00
Sub Kegiatan :1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik

KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD
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KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.794.999.857,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian

Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.699.888,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.149.924,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
51 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah 4.493.508.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.099.955,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk

Pendidikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.999.800,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH
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5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

24.999.867,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.142.600,00
5.2 BELANJA MODAL

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.857.400,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan

Indikator Keluaran

: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.149.875,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang

Pendidikan

Indikator Keluaran

- Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang

Pendidikan yang dilaksanakan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.149.805,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

Indikator Keluaran

: Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.700,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM
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- 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.015.000,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Indikator Keluaran

: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.149.773,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Indikator Keluaran

: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

- 0,00

Kegiatan

:1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

:Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia

"Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan"

Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi  kebijakan di  bidang Pendidikan yang dilaksanakan

Jumlah  Pendidik dan  Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,

Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

"Jumlah  Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan"

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan,dan/atau Magang/PKL untuk
Pendidikan yang dilaksanakan

"Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan"

Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar

"Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen"

"Jumlah  Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP"

"Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah

Nonformal/Kesetaraan"

Peningkatan Kapasitas Bidang

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

5

BELANJA DAERAH

40




5.1

BELANJA OPERASI

5.1.02

Belanja Barang dan Jasa

58.149.949,00

Sub Kegiatan

:1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan

Indikator Keluaran

: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yan